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ABSTRAK 

 

 Pasal 16 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang 

melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang 

merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

 Sanksi hukumnya Pasal 88 ayat (1) huruf a regulasi tersebut, yang 

menyatakan bahwa: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan 

pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat 

keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 

paling sedikit Rp. 500.000.000,00 dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.”  

 Jenis penelitian: penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan: data 

primer yang bersumber dari wawancara; Data sekunder yang bersumber dari 

jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa berasal dari 

wawancara dan kajian kepustakaan. 

 Penegakan hukum terhadap kasus tersebut di wilayah hukum Polres Rokan 

Hulu belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan vonis perkara Putusan 

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yaitu Nomor: 36/Pid.B/LH/2022/PN.Prp dan 

Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Prp tergolong ringan bagi terdakwa. Imbasnya 

kenaikan kasus utamanya tahun 2021 sebanyak 4 kasus serta tidak tercapainya 

tujuan pemidaaan. Kendalanya: Pertama, Faktor hukum: pengaturan dalam 

Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan KUHAP yang  menghendaki proses 

penegakan hukum dengan sistem multi sektor dihadapkan pada kondisi koordinasi 

yang kurang maksimal; Kedua, faktor aparat atau penegak hukum: lambatnya 

kinerja SDM penegak hukum dan jumlah SDM, kurangnya pengecekan keaslian 

dokumen IPHHK dan tonase kendaraan; Ketiga, Faktor masyarakat: rendahnya 

kesadaran hukum masyarakat, minimnya informasi yang diberikan masyarakat 

dan kurangnya kerjasama terdakwa dan saksi dalam persidangan, mahanya dan 

rumitnya pembutaan IPHHK sehingga tidak terjangkau dan tidak dipahami 

masyarakat kecil. Solusinya: Pertama, sebaiknya penegakan hukum dilaksanakan 

berdasarkan ketetuan hukum. Pengaturan proses penegakan hukum multi sektor 

harus diimbangi dengan koordinasi yang baik, pengecekan keaslian IPHHK dan 

tonase kendaraan. Kedua, sebaiknya aparat penegak hukum diberikan pendidikan 

dan pelatihan khusus serta penambahan jumlah SDM. Ketiga, sebaiknya 

melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penyelenggara fungsi 

penyelidikan dan penyidikan harus dapat menerapkan cara yang tepat begitu pula 

penyelenggara fungsi peradilan, meringankan biaya dan menyederhanakan 

pembuatan IPHHK. 

Kata Kunci: Rokan Hulu, Dokumen IPHHK 
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ABSTRACK 

 

 Article 16 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and 

Eradication of Forest Destruction, states that: "Everyone who transports forest 

product wood is required to have documents which are certificates of legality of 

forest products in accordance with statutory provisions." 

 The legal sanction is Article 88 paragraph (1) letter a of the regulation, 

which states that: "Individuals who deliberately transport forest product wood 

without having documents constituting a certificate of legality of forest products 

in accordance with the provisions of laws and regulations as referred to in Article 

16 shall be subject to imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a 

maximum of 5 (five) years and a minimum fine of Rp. 500,000,000.00 and a 

maximum of Rp. 2,500,000,000.00.” 

 Type of research: empirical juridical research. Data used: primary data 

sourced from interviews; Secondary data sourced from journals, laws and 

regulations and the internet. The analytical method comes from interviews and 

literature review. 

 Law enforcement against this case in the jurisdiction of the Rokan Hulu 

Police has not run optimally. This is evidenced by the verdict in the case of the 

Decision of the Pasir Pengaraian District Court, namely Number: 

36/Pid.B/LH/2022/PN.Prp and Number: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Prp, which were 

relatively light for the defendant. The impact is the increase in cases, especially in 

2021, as many as 4 cases and the goal of sentencing is not achieved. The 

obstacles: First, the legal factor: the provisions in Law Number 18 of 2013 and 

the Criminal Procedure Code which require law enforcement processes with a 

multi-sectoral system are faced with conditions of coordination that are less than 

optimal; Second, the factor of the apparatus or law enforcers: the slow 

performance of law enforcement human resources and the number of human 

resources, the lack of checking the authenticity of IPHHK documents and vehicle 

tonnages; Third, community factors: low legal awareness of the community, lack 

of information provided by the community and lack of cooperation between 

defendants and witnesses in trials, the majesty and complexity of IPHHK 

blindness so that it is out of reach and not understood by the common people. The 

solution: First, law enforcement should be carried out based on legal provisions. 

The regulation of multi-sector law enforcement processes must be balanced with 

good coordination, checking the authenticity of IPHHK and vehicle tonnage. 

Second, law enforcement officials should be given special education and training 

and increase the number of human resources. Third, it is better to carry out legal 

outreach to the community, organizers of the investigative and investigative 

function must be able to apply the right method as well as administrators of the 

judicial function, reducing costs and simplifying the making of IPHHK. . 

Keywords: Rokan Hulu, IPHHK Document 


